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PUTUSAN
Nomor 932/Pdt.G/2025/PA.Ba
2 METM s L >
a2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Desa XXXXXXXX RT 02 RW 01 Kecamatan
Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, dengan domisili
elektronik pada alamat email : sofiatunph@gmail.com,
sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Desa XXXXXXXX RT 02 RW 01 Kecamatan
Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2025 yang
didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama
Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor
932/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 16 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal
25 Maret 2015 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Banjarmangu

Kabupaten Banjarnegara, dicatat dalam register nikah sebagaimana
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tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXXXXX tertanggal 25 Maret
2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Kalimantan
selama 6 tahun lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa
XXXXXXXX RT 02 RW 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten
Banjarnegara sampai bulan Desember 2023;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi
nama:;

4.1. Qiardan Putra Haryanto, laki-lakilahir di Banjarnegara tanggal 14
Januari 2016,sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4.2. Kaira Ainin Qulaiba, perempuan, lahir di Banjarnegara tanggal 28
Desember 2020, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun
2019 yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5.2 Tergugat memiliki sifat tempramen;
5.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika marah;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXXXXXX RT 02
RW 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Sejak saat itu,
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang
sudah 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat
tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di mediasi oleh keluarga namun
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tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan
perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini
dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Majelis
Hakim pemeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Banjarnegara C.q. Majelis Hakim berkenan membuka

sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat
dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan
kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut
Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan
Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut
adalah sebagaimana diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil
mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,
Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat ketika marah, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum
gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat
gugatannya,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat
apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271
jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan
MENGADILI:
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1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ~ Nomor

932/Pdt.G/2025/PA.Ba dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah, yang terdiri dari
Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Drs.
H. SASMIRUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

ANIQOTUR RIF'AH, S.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H. Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Panitera sidang,

ANIQOTUR RIF'AH, S.H.

Perincian biaya :
1. PNBP Rp60.000,00
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Proses Rp100.000,00

Panggilan Rp40.000,00

Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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